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Buruh MmtaUM:K

Dua aspek tersebut men-
jadi faktor utama dalam
menentukan besaran

UMK yang mengacu
pada PP Nomor 78/2015

tentang pengupahan.
Tidak ada pertimbangan
komponen lain, termasuk
hasil survei Kebutuhan
= Hidupimok
Buruh Minta UMK
Rp2,5 Juta

® Sambungan Hal 13

*Dua aspek tersebut men-
jadi faktor utama dalam
menentukan besaran UMK
yang mengacu pada PP
Nomer 78 tahun 2015 fen-
tang pengupahan. Tidak ada
pertimbangan komponen
lain, termasuk hasil survei
Kebutuhan Hidup Layak
(KHL),” tutur Rihari.

Sejak diterapkan untuk
menghitung UMK pada 2016,
nilai UMK di l(alaYog)'akam

ik Pada

buhan ekonomi ditetapkan
dalam besaran yang sama
untuk selunih Indonesia.

nasional, maka nilai UMK

yang ditetapkan bisa Iebih U

kecil dan tidak sesual den-
gan kebutuhan di daerah.”
jelasmya.

Sementara itu, Alian-
si Buruh Yogyakarta (ABY)
menolak pengukuran
besaran Upah Minimum
Kota (UMK) Yogyakarta ber-
dasarkan nilai inflasi dan
pertumbuhan ekonomi na-
sional. ABY berpedoman.
penentuan UMK harus men-
gacu pada hasil survei Ke-
butuhan Hidup Layak (KHL)

“Kami dari ABY tetap ber-
pedoman bahwa penetapan
UMEK harus berdasarkan ke-
hidup layak,” ujar

2016, UMK ditetapkan

newN .

sebesar Rpl.452.400 per
+ bulan, sedangkan UMK 2017
ditetapkan Rp1.572.200 per

. bulan atau mengalami ke-

natkan Rp119.800.
Ia menuturkan, banyak
- masukan terkait penyu-

sunan usulan UMK agar dis-

esuaikan dengan nilai inflasi

Sekretaris Jenderal (Sekjend)
ABY, Kirmnadi.

la menjelaskan, untuk
menentukan UMK harus
berdasarkan kondisi atau
survei di pasar. Menurut-
nya. ABY melakukan survei
langsung untuk menentu-
kan KHL Kota Yogyakarta.
Dari survey tersebut, KHL

dan perts h T
di daerah, bukan standar

pusat.
“Bagi daerah dengan in-

Kota Yogyakarta sebesar

Rp2.500.000 hingga

Rp2.600.000 per bulan.
Dibahas Gubernur

Rp2 5 Juta
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standar penghitung-
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Haryadi Suyuti memastikan

pah Minimum Kota (UMK)
Yogyakarta tahun depan
mengalami kenaikan. Angka
pastinya akan diumumkan
usai pembiearaan di tingkat
provinsi pada Kamis (24/10).

“Besok 26 Oklober kita
baru diundang oleh Guber-
nur, setelah itu saja baru
disebut angkanya. Tapi pasti
ada kenafkan,” ujar Haryadi,
Selasa (24/10).

la menjelaskan, usulan
UMK ini akan dibicarakan
juga dengan pemerintah
daerah (kabupaten) lainnya.
Angka di Kota Yogyakarta
nanti disesuaikan dalam
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hingga tidak ada keﬂmpa

ngan. “Saya enggak berani
sebut angka karcna biar £i-
dak mendahului yang lain,”
sebutnya.

Terkait masukan dari para
‘buruh dan pengusaha, Hary-
adi memastikan angka usu-
lan UMK sudah berdm,.u
kan
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Hidup Layak (KHL). Bilaada |

yangmaslhdjpermasalah
kan, maka buruh dan pen-
gusaha bisa membahasy
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